
                               

 

 

 

 

 

 

BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR  61  TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BENGKAYANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 
2020 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Bengkayang tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3823); 
 

2. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485);  
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5); 

 
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020   Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 

 
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021   Nomor 11). 

 
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Bengkayang (Berita 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);  
 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Peraturan Bupati Bengkayang Tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021. 

 
Pasal 1 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah   Rp   62.813.127.691,39 
b. Dana Perimbangan   Rp 939.173.286.569,86 
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah Rp   55.572.046.000,00 
  Jumlah Pendapatan  Rp 1.057.558.460.261,25 
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2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1. Belanja Pegawai  Rp 421.975.718.861,18 
2. Belanja Barang & Jasa Rp 300.844.390.207,53 
3. Belanja Hibah Rp  11.215.743.750,00 
4. Belanja Bantuan Sosial Rp 4.764.887.714,00 
 Jumlah Belanja Operasi Rp 738.800.740.532,71 

 
b. Belanja Modal 

1. Belanja Modal Tanah  Rp 134.650.000,00

2. Belanja Modal Peralatan Mesin Rp 41.349.816.924,00 

3. Belanja Modal Gedung & 

Bangunan 

Rp 33.076.683.820,00 

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 

Rp 77.226.407.886,00 

5. Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 

Rp 4.948.838.089,00 

 Jumlah Belanja Modal Rp 156.736.396.719,00 

 
c. Belanja Tidak Terduga 

1. Belanja Tidak Terduga  Rp 778.517.426,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 778.517.426,00 

 
d. Belanja Transfer 

1. Belanja Bagi Hasil Rp 2.120.928.366,00 

2. Belanja Bantuan Keuangan Rp 171.908.440.253,00 

 Jumlah Belanja Transfer Rp 174.029.368.619,00 

 Jumlah Belanja Rp 1.070.345.023.296,71 

 Surplus/(Defisit) Rp (12.786.563.035,46) 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 146.049.341.110,85 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp                        0,00

 Jumlah Pembiayaan Neto Rp 146.049.341.110,85 

 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenan 

Rp 133.262.778.075,39 

 
 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 
Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 
 

Ditetapkan di   Bengkayang 
Pada tanggal  31 Agustus  2022 
 

BUPATI BENGKAYANG, 
 

TTD 
 

SEBASTIANUS DARWIS 
Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal 31 Agustus 2022 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTD 
 
               OBAJA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR  61  
 


